The Contemporary methodologies of Is
law generally are based on burhani epistemol-
os) Those use Hae modern brlmdxes of phi-
hy such as her an-
thropology, sociology, and history, as their theo-
retical framework. In the history of Islamic law,
Islamic legal thinkers in Andalusia such as
Ibnu Hazm, Ibnu Rusyd, and asy-Syatibi also
had ever uxed burham ep:smﬂoiogy —award
ing to the p in
that time. The crm:ie as an lmdw:mm. tries
to describe and analyze how burhani ep!ste—
rrwiogy was used by Is.‘amlc legal thinkers in
as fr k to formu-
late Islamic legal nmkodo!’ogws By using his-
torical approach, it is concluded that Aristotle
philosophy, called as ‘ilm al-burhan, was used
by Islamic legal thinkers in Andalusia as sci-
entific base and foundation of their Islami
legal methodologies. They used Aristotle logic
consistently as theoretical framework, and this
certainly had significant implication to the
methodological construction. Their Islamic
legal methodology generally wns based nn syf
logism (al-givas al-jami’),
(istigra’), and those had to refer to final cause
(as-sabab al-ga’iy) of syari'ah, named as
maqasid asy-syari'ah. Their thought actually
intended to using ilm al-burhani (the philoso-
phy and science) as foundation and basic epis-
temology of Islamic law that Islamic law was
based on “certainty” (al-qat'i) not only based
on possibility (az-zann).

Key words: Logika, Hukum Islam, Andalusia

Nalar Burhani Dalam Hukum Islam
(Sebuah Penelusuran Awal)

Agus Moh. Najib

A. Pendahuluan

Pembaruan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer
umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru yang berbeda
dengan metodologi klasik. Pendekatan yang digunakan pada umumnya
menekankan pada pemahaman wahyu dari sisi konteksnya. Hubungan teks
wahyu dalam hubungannya dengan perubahan sosial tidak disusun melalui
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interpretasi literal tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang
dikandung oleh teks \-va.113|l'|.1.l Walaupun tawaran metodologi hukum Islam
tersebut memiliki model yang berbeda-beda antara satu tokoh dengan yang
lainnya, namun secara umum memiliki kecenderungan rasional-filosofis atau
dengan kata lain menggunakan nalar burhani sebagai pijakan pemikiran
mereka. Pemikir-pemikir tersebut, untuk menyebutkan sebagiannya, adalah
Fazlur Rahman (w. 1998), Sa’id al-Asymawi, Muhammad Syahrur, Nasr
Hamid Abu Zayd, Muhammad Arkoun, dan Abdullahi Ahmed an-Naim.’
Mereka semua berpijak pada kerangka berfikir yang rasional-filosofis untuk
membangun pemikiran dan tawaran metodologinya.

Disiplin ilmu Hukum Islam (figh), bersama-sama dengan ilmu Bahasa
Arab dan ilmu Kalam, pada dasarnya berpijak pada nalar bayani karena
berlandaskan pada otoritas teks. Mayoritas ahli hukum Islam dalam
sepanjang sejarahnya memang telah menggunakan nalar bayani ini sebagai
landasan berfikirnya.' Al-Quran dan as-Sunnah yang menjadi sumber
hukum Islam merupakan teks yang berbahasa Arab, sehingga pada dasarnya
pemikiran hukum Islam, se-liberal apapun, tidak akan bisa sama sekali lepas
dari teks. Oleh karena itu pemikiran hukum Islam yang memiliki
kecenderungan rasional-filosofis pada dasarnya hanya “meminjam” nalar
burhani sebagai dasar pijakan untuk menganalisis maksud teks al-Qur‘an
dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kar 1ya al-Jabiri menyebut
kecenderungan pemikiran rasional-filosofis dalam hukum Islam semacam
ini dengan istilah ta‘sis al-bayan ‘ala al-burhan, yaitu membangun disiplin
ilmu bayani, dalam hal ini adalah hukum Islam, dengan dasar pijakan
kerangka berfikir burhani.'

Para ahli hukum Islam yang telah disebutkan di atas menggunakan
dan mengadopsi pemikiran-pemikiran filosofis yang telah berkembang pada
masa modern, seperti hermeneutika, semiotika, sejarah, antropologi, sosiologi

'Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni

Usul al-Figh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), p. 231.
isalnya Ibid., p. 231-253. Charles Kurzman (Ed.), Liberal Islam: A Source
Book (Oxford: Oxford University Press, 1998).

‘Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Agl al-"Arabi: Dirasah Tahliliyyah
Naqdiyyah li Nuzum al-Ma’rifah fi as-Saqafah al-‘Arabiyyah (Beirut: Markaz Dirasat
al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1990), p. 13-14.

Thid., p. 514.
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dan cabang-cabang filsafat lainnya, namun semuanya mengacu pada
penggunaan nalar burhani (rasional-filosofis) sebagai pijakannya. Dalam
sejarah hukum Islam, kecenderungan burhani dalam hukum Islam ini
sebenarnya telah dipraktekkan oleh para ahli hukum Islam di Andalusia
{Spanyol Islam) seperti Ibnu Hazm, Ibnu Rusyd, dan asy-Syatibi, sesuai
dengan perkembangan pemikiran rasional-filosofis ketika itu.”

Dengan demikian pada masa modern ini —dalam bentuknya yang
berbeda— telah terjadi kebangkitan kembali adanya kecenderungan
menggunakan nalar burhani (rasional-filosofis) dalam mengkaji dan
membangun konstruksi keilmuan hukum Islam, sebagaimana telah
dilakukan oleh ahli-ahli hukum Islam di Andalusia. Atas dasar itu sebagai
sebuah langkah awal menarik kiranya dikaji bangunan epistemologi nalar
burhani dalam pemikiran hukum Islam klasik tersebut.

B. Tinjauan Umum Nalar Burhani

Nalar, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Agl, secara bahasa
berarti pikiran, daya intelektualitas atau pemahaman.’ Dalam literatur
filsafat, khususnya filsafat ilmu, nalar didefinisikan dengan definisi yang
bermacam-macam, tergantung dari sudut pandang dan pemikiran masing-
masing pemikir seperti I 1 Kant, Claude Levi-Strauss, Michel Fou-
cault, Andre Lalande ataupun Mohammed Arkoun. Dalam tulisan ini penulis
lebih cenderung untuk mendefinisikan nalar sebagaimana yang
diungkapkan oleh Muhammad ‘Abid al-Jabiri. Ia mendefinisikan nalar
dengan “himpunan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan aturan-aturan
(berpikir) yang diberikan oleh kultur tertentu bagi penganutnya sebagai
landasan untuk memperoleh per:lgveual'uua,n”.-f Dengan demikian, menurut
definisi tersebut, suatu nalar akan sangat tergantung bahkan terbentuk
dari kultur yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain sebuah kultur dalam
masyarakat akan menentukan dan memaksakan —baik disadari atau tidak

‘Muhammnd ‘Abid al-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam, terj. Ahmad Baso
(Yogyakarta: LkiS, 2000), p. 118-132 dan 162-171.

*Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut: Librairie du Liban,
1980), p. 630.

Pfhlul'mr.m:m‘l ‘Abid al-Jabiri, Takwin al-‘Agl al-‘Arabi: Silsilah Nagd al-‘Agl al-
“Arabi (Beirut: Dar at-Tali’ah, 1984), p. 15-16.
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disadari— cara berpikir mereka dalam memperoleh pengetahuan.

Ketika mengkaji nalar dalam pemikiran Islam klasik, termasuk di
dalamnya hukum Islam, maka perlu melihat nalar yang dibentuk oleh
kebudayaan Islam-Arab, karena hampir seluruh keilmuan Islam merupakan
khazanah intelektual yang lahir dari dan diproduksi oleh kebudayaan Is-
lam-Arab. Nalar keilmuan Islam yang merupakan produk dari kebudayaan
Islam-Arab tersebut terdiri atas tiga sistem pengetahuan atau episteme, yaitu
episteme bahasa yang berasal dari kebudayaan Arab sendiri, episteme gnosis
yang berasal dari tradisi Persia dan Hermetis, dan episteme rasionalis
(burhani) yang berasal dari Yunani.

Apabila nalar bayani menjadikan teks baik dari al-Qur’an, as-Sunnah,
Iima’ maupun hasil Jjtihad sebagai otoritas rujukan utama untuk memperoleh
pengetahuan, sementara nalar ‘irfani melalui metode kasyf (intuisi batin)
untuk mendapat pengetahuan, maka nalar burhani berpegang pada
kekuatan alami manusia, berupa pengalaman inderawi dan otoritas akal,
untuk mendapatkan pengetahuan tentang alam. Nalar burhani ini
sesungguhnya lebih spesifik dinishatkan pada pemikiran Aristoteles. Apabila
ada filosof Yunani lain yang pemikirannya juga diadopsi oleh para pemikir
Islam, maka itu tidak termasuk dalam nalar burhani. Dengan demikian
yang dimaksud dengan burfiani adalah metode penalaran Aristoteles beserta
seluruh pandangan-pandangan ilmiah ﬁlsafatma

Pembentukan tiga nalar keilmuan Islam tersebut terjadi pada
pertengahan abad 2 H sampai dengan abad 3 H, yang kemudian dikenal
dengan sebutan “masa kodifikasi” (‘esr af-fadwin). Pada masa itu
berlangsung proyek konstruksi budaya secara massif dalam pengalaman
sejarah peradaban Islam. Peradaban ini membentuk sebuah kerangka
rujukan bagi pemikiran Arab-Islam dengan segenap disiplin keilmuannya
yang beragam. Dengan demikian, yang dimaksud “masa Kodifikasi” di sini
bukan sekadar proses pembukuan dan pembakuan disiplin-disiplin
keilmuan, yang sebenarnya sudah muncul pada masa sebelumnya, tetapi
merupakan sebuah rekonstruksi kebudayaan secara menyeluruh, dengan
segenap hal yang dukandung oleh proses tersebut, baik yang berupa eliminasi,

*Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Agl al-‘Areb, p. 383-384, Idem, Post
Tradisionalisme Islam, p. 120,
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suplementasi, dominasi, pembungkaman, manipulasi, dan penafsiran, yang
kesemuanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologis dan faktor-faktor
sosial kultural yangbera.gam.ﬂ

Nalar burhani sudah dikenal di dunia Islam semenjak Ibnu Sina dan
puncaknya terjadi pada al-Gazali. Namun nalar burhani yang hampir
semuanya merujuk pada filsafat Aristoteles tersebut diadopsi tidak secara
konsisten, tetapi diambil secara eklektis dan digabungkan dengan
pemikiran-pemikiran lain, baik dari nalar bayani maupun dari nalar ‘irfani."”
Pemikiran eklektis dari para pemikir di dunia Islam Timur itu sesungguhnya
dipengaruhi —walaupun tidak secara langsung— oleh perseteruan antara
kekuasaan politik Abbasiyah di Irak dan Fatimiyah di Mesir, yang masing-
masing memiliki proyek pemikirannya sendiri. Dengan demikian konflik
dan benturan yang terjadi di antara dua kekuasaan besar tersebut tidak
hanya terbatas pada lingkup ideologis semata, tetapi juga masuk ke akar-
akar epistemologinya, ke sistem pengetahuan atau epistemenya. Dua proyek
pemikiran tersebut pada gilirannya kemudian mempengaruhi corak
pemikiran para ilmuannya yang berusaha bersifat eklektis.

Proyek pemikiran Fatimiyah sesungguhnya merupakan perpanjangan
tangan dari tradisi pemikiran Syi’ah. Sistem pengetahuannya berdasarkan
pada pemikiran ‘irfani atau gnosis-mistis. Dalam tradisi ‘irfan inilah
pemikiran Syi’ah bertemu dengan gerﬂ.kan kaum sufi, para ahli filsafat
batiniyyah dan kaum Isyragi (Illuminasionis). Sementara proyek pemikiran
yang dikembangkan oleh dinasti Abbasiyah bertolak dari masa kodifikasi
(tadwin) disiplin-disiplin keilmuan Islam, tidak lama setelah berdirinya
dinasti tersebut dengan kokohnya. Pada masa kodifikasi tersebut, proyek
pemikiran yang dilakukan secara umum mengambil bentuk kompilasi dan
rekonstruksi warisan pemikiran bahasa dan agama yang berasal dari masa
jahiliyah dan masa permulaan Islam."

*Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam, p. 59-60.
uhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Agl al-‘Arabi, p. 482-487, Sikap eklektis

ini antara lain terlihat pada al-Gazali. Pada satu k pat ia gangi logika
Aristoteles, termasuk ijllog:smnya, dalam le al-giyas ia tidak meng-
gunakan al-giyas al-jami’ (syllog dalam kan hul Islam, tetapi tetap

menggunakan al-giyas al-usuli. Mmalnya Abu Hamid al Gazali, al-Mustasfa fi ‘Tim al-
Usul (Beu'uL Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1993), p. 324.
"Idem, Post Tradisionalisme Islam, p.106-107.

Agus Moh. Nagjib : Nalar Burhani Dalam Hukum Islam

221



222

Apabila nalar burhani di dunia Islam Timur diambil secara eklektis,
maka tidak demikian di dunia Islam bagian Barat, dalam hal ini adalah
daerah Andalusia dan wilayah Magribi (Afrika Utara), dengan Cordova
sebagai pusatnya. Hal ini terutama karena wilayah Islam bagian Barat berada
jauh dari pengaruh konflik politik, ideologi, dan budaya dari dua kekuasaan
besar Abbasiyah dan Fatimiyah. Di samping itu, penduduk Andalusia lebih
tertarik untuk menekuni ilmu-ilmu warisan kuno pra-Islam yang dianggap
tidak bermasalah dan juga tidak dipersoalkan oleh kalangan fugaha’, yaitu
Matematika, Astronomi, Kedokteran dan Logika. Setelah mendalami ilmu-
ilmu tersebut, baru kemudian mereka menenekuni bidang metafisika.

Dengan demikian filsafat muncul di Andalusia dalam konteks sejarah
yang sama sekali berbeda dengan yang dialami filsafat di wilayah Timur.
Pada wilayah Islam bagian Timur, awalnya yang terjadi adalah gerakan kaum
Syi’ah yang menggunakan filsafat agama Hermetisisme, lalu diikuti oleh
para penguasa Abbasiyah —yang dimulai dengan gerakan penerjemahan
dan pembangunan bait al-hikmah— yang memanfaatkan filsafat metafisika
Aristoteles, baik yang asli maupun yang palsu. Warisan-warisan pra-Islam
tersebut kemudian difungsikan sebagai alat memperebutkan hegemoni dan
dominasi budaya antara kaum Syi’ah dan Abbasiyah, di samping untuk
mer hkan persoalan-persoalan ilmu kal.

Sementara itu di wilayah Islam bagian Barat, tradisi keilmuannya
berlangsung secara alami. Filsafat | di sana seabad setelah masyarakat
banyak mengkaji dan mempelajari matematika, astronomi dan logika. Jadi
berada jauh dari pengaruh sentralisme problem-problem ilmu kalam dalam
lingkup pemikiran teoritis wilayah Timur, seperti problem harmonisasi
antara akal dan teks wahyu. Keadaan dan perkembang; ini pada
gilirannya membuat kalangan pengkaji filsafat di Andalusia terbebaskan
dari belenggu-belenggu dominasi budaya seperti yang dialami kalangan
pengkaji filsafat di Timur sejak kemunculan filsafat di wilayah tersebut.
Belenggu-belenggu dimaksud adalah hambatan-hambatan epistemologis
yang diwariskan oleh tradisi ilmu kalam di satu pihak dan juga prinsip-
prinsip gnosis-mistis dari Neo-Platonisme (cabang Timur) di pihak lainnya,
sebagaimana yang terjadi di wilayah Timur.”” Keadaan ini memungkinkan

“Ibid., p. 108, 116-117.
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kajian filsafat di wilayah Barat dikaji secara rasional sebagai prinsip dan
landasan utama bagi tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan
sains.

Dengan demikian, di wilayah Islam bagian Barat yang berkembang
adalah pemikiran filsafat Aristoteles, yang diambil secara murni dan konsisten
sebagai landasan epistemologi keilmuan di sana, termasuk disiplin ilmu
Hukum Islam. Kerangka berpikir Aristoteles inilah yang disebut sebagai
Nalar Burhani. Atas dasar itu, sebelum dikaji nalar burhani dalam hukum
Islam, perlu dibahas secara singkat kerangka pemikiran Aristoteles atau
dengan kata lain kerangka teoretik nalar burhani, khususnya yang
berpengaruh dan berkaitan dengan kajian hukum Islam.

C. Kerangka Teoretik Nalar Burhani

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam keilmuan Islam (klasik)
ada tiga nalar yang menjadi landasan berpijaknya, yaitu nalar bayani, ‘irfani,
dan burhani. Apabila nalar bayani menjadikan teks al-Qur’an dan Hadis
sebagai rujukan utama yang otoritatif sebagai landasan membangun

tahuan tara nalar ‘irfani menjadikan metode kasyf yang
d1dasarkan pada kekuatan intuisi dan batin sebagai satu-satunya metode
memperoleh pengetahuan, yang tujuan akhirnya adalah mencapai penyatuan
diri dengan Allah (al-wahdah ma’a Allah), maka nalar burhani berpegang
pada kekuatan natural manusia yang berupa indera dan otoritas akal dalam
memperoleh ;:'engetal‘man.ls

Dari pengertian di atas, nalar burhani adalah identik dengan filsafat,
yang masuk ke dunia Islam dari Yunani. Namun demikian, dalam konteks
keilmuan Islam klasik, penyebutan nalar burhani hanya ditujukan untuk
pemikiran filsafat Aristoteles, sehingga pemikiran filsafat Yunani dari filosof
lain selain Aristoteles adalah bukan termasuk dan tidak disebut sebagai
nalar burhani. Dengan demikian nalar burhani di sini disandarkan secara
keseluruhan pada filsafat Aristoteles." Oleh karena itu, ketika hendak
menelusuri kerangka teoretik nalar burhani, maka sesungguhnya adalah
menelusuri kerangka pemikiran Aristoteles —yang masuk dan berpengaruh

“Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql, p.383-384.
“Ibid., p. 384.
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pada keilmuan Islam.

Kerangka teoretik pemikiran Aristoteles sesungguhnya adalah Logika
(logic, al-mantiq). Istilah logika sendiri diberikan oleh Alexander
Aphrodisias, salah seorang komentator terbesar Aristoteles yang hidup pada
abad 2-3 M. Sementara Aristoteles menyebutnya dengan istilah Analitika
(analytica, at-tahlil), yang maksudnya adalah menganalisis ilmu sampai
pada prinsip-prinsip dan dasar-dasarnya yang terdalam. Logika pada
dasarnya bertujuan untuk mencapai ilmu Burhani, namun untuk sampai
ke sana harus terlebih dahul hami dan dalami Syllogisme (al-
giyas al-jami’) dalam bentuknya yang asli dan sederhana, karena Syllogisme
merupakan eara untuk mencapai dan salah satu macam dari ilmu Burhani.®

Syllogisme pada dasarnya terdiri dari beberapa proposisi yang disebut
dengan premis mayor, premis minor, dan konklusi. Ini berarti bahwa bahwa
penyimpulan yang bersifat konklusif tidak bisa terjadi apabila hanya terdiri
dari satu premis. Di samping itu dua permis tersebut harus mengandung
satu term yang sama, yang disebut dengan term tengah (middle term, hadd
awsat). Misalnya, setiap manusia mati (premis mayor), Socrates adalah
manusia (premis minor), maka —dengan term tengah kata “manusia”—
konklusinya adalah Socrates akan mati.

Dengan demikian, dalam syllogisme ini setidaknya harus terpenuhi
tiga hal, yaitu pertama, syllogisme harus memiliki dua premis, dan premis

“Ibid., p. 384-385. Syllogisme merupakan proses penalaran untuk
kemmmﬂanymgbenandanmmksampmpadakemmpdmmabemrhanmmemmum
syarat-syarat dan kelengkapan unsur-unsurnya. Unsur terbesar Syllogisme adalah
pmpomm—prupom(‘ daya, per ), k p]"“"'"= is dan konklusi dari

i 1ya berupa p i, dan proposisi sendiri tersusun dari subyek (al-
meudu ") dan predikat (al-mahmul), Kedudukan subyek dan predikat ini sesungguhnya
tidak lepas dari 10 } i lat), yaitu kedudukannya sebagai substansi (jauhar),
kuantitas (kamm), kualitas (kaif), relxm(ldafah},tempat(makan) waktu (zaman), situasi/
keadaan (wad’), status (milk), aktifitas (fi'1), atau pnsnﬁtas (mﬁ n]),)‘ﬂngpertamndxsebut
sebagai substansi (jauhar) dan bilan yang | id (a'rad). Kata
atau susunan kata yang berfungsi sebagai subyek dan predikat disebut dengan term.
Sebagai predikat, term dapat dibedakan menjadi lima hal, yaitu genus (jenis, jins),
differensia (sifat pembeda, fasl), spesia (kelas, nau’), propria (sifat khusus, khassah) dan
accidentia (sifat umum, ‘arad ‘amm). Kelima term universal tersebut dikenal dengnn
istilah predicables (al-kulliyyat al-khams). Ibid.,p. 385-386. Muh i Husni, Peng
Logika (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1988), p.16. Mundiri, Logika (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1996), p. 24-26. Noor Ms Bakry, Logika Praktis (Yogyakarta: Penerbit
Liberty, 1986), p. 17-23.
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kedua pasti merupakan bagian dan tidak mungkin keluar dari cakupan premis
pertama, serta konklusinya tidak mungkin melebihi cakupan yang ada pada
premis pertama tersebut. Kedua, syllogisme terbentu dari dua premis yang
mengandung tiga term (hadd), yaitu term tengah (al-hadd al-ausat) yang
ada pada kedua premis, term mayor (al-hadd al-akbar) yang ada pada premis
mayor (al-mugaddimah al-kubra), dan term minor (al-hadd al-asgar) yang
ada pada premis minor (al-mugaddimah as-sugra). Ketiga, syllogisme pasti
mengandung term tengah yang ada pada kedua premis, yang fungsinya
menjadi sebab (as-sabab, cause) atau ‘illat (reason) yang melegitimasi predikat
dapat bersandar pada subyeknya dalam konklusi (Socrates akan mati, karena
ia manusia). Dari sini kemudian Aristoteles berkata bahwa “ilmu adalah
upaya menemukan sebab”.

Kemudian syllogisme tersebut dapat menjadi ilmu burhani apabila
berupa syllogisme atau analogi ilmiah (al-giyas al-‘ilmi), yang harus
memenuhi tiga syarat, yaitu: pertama, mengetahui term tengah yang menjadi
‘illat atau sebab adanya konklusi, kedua, hubungan yang konsisten antara
sebab dan akibat (antara term tengah dan konklusi), dan ketiga, konklusi
harus bersifat pasti (daruriyyah) sehingga sesuatu yang lain tidak tercakup
dalam konklusi itu. Untuk memenubhi syarat ketiga ini, menurut Aristoteles
premis-premis yang dikemukakan dalam syllogisme tersebut harus
merupakan aksioma-aksioma (al-badihiyyat) yang kebenarannya tidak bisa
dibantah dan tidak memerlukan pembuktian lagi. Aksioma-aksioma ini
bisanya mengandung prinsip-prinsip antara lain “sesuatu yang bertentangan
tidak mungkin untuk disatukan”, “tidak ada jalan tengah bagi dua hal yang
bertentangan”, dan “tidak ada suatu peristiwa kecuali mempunyai sebab”.

Prinsip-prinsip dan premis-premis di atas sebenarnya, menurut
Aristoteles, didapat dengan cara indulktif (istigra’) dari realitas empiris yang
ada, melalui proses abstraksi. Benda-benda dan peristiwa-peristiwa parsial
dan empiris pada dasarnya masing-masing memiliki kandungan yang uni-
versal, yang dapat disatukan antara satu dengan lainnya yang sejenis. Proses
abstraksi ini tidak lain merupakan hasil dari penalaran akal. Dengan
demikian ilmu hanya bisa didapat dengan jalan burhan, dan burhan dibentuk
oleh prinsip-prinsip, serta prinsip-prinsip merupakan hasil penalaran akal.
Karena itu kekuatan akal adalah prinsip ilmu pengetahuan dan prinsip atau
landasan bagi prinsip ilmu itu sendiri; Hubungan ilmu pengetahuan dan
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peristiwa yang ada di alam sama halnya dengan hubungan akal dan prinsip
ilmu pengetahuan.“

Menurut Amin Abdullah —dengan mengikuti dan memodifikasi nalar
burhani keilmuan Islam klasik dengan perkembangan filsafat ilmu mod-
ern— menyatakan bahwa sumber pengetahuan nalar burhani adalah realitas
atau al-wagqi’, baik realitas alam, sosial, humanitas maupun keagamaan.

_ Ilmu-ilmu yang muncul dari tradisi Burhani disebut sebagai al-ilm al-husuli,

yakni ilmu yang dikonsep, disusun, dan disistematisasikan melalui premis-
premis logika, dan bukannya lewat otoritas teks, otoritas salaf ataupun
otoritas intuisi.

Premis-premis logika keilmuan tersebut di melalui kerj
antara proses abstraksi dan pengamatan inderawi yang sahih atau dengan
menggunakan alat-alat yang dapat membantu dan menambah kekuatan
indera seperti alat-alat laboratorium, proses penelitian lapangan dan
penelitian literer yang mendalam. Peran akal di sini sangat menentukan,
karena fungsinya selalui diarahkan untuk mencari sebab akibat. Sementara
tolok ukur validitas keilmuannya ditekankan pada korespondensi, yaitu
kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan
hukum alam. Selain itu ditekankan pula aspek koherensi, yakni keruntutan
dan keteraturan berpikir logis, serta upaya yang terus menerus dilakukan
untuk memperbaiki dan menyempurnakan temuan-temuan, rumus-rumus
dan teori-teori yang telah dibangun dan di oleh usaha akal manusia.”’
yang paling utama. Karena itu dengan menggunakan premis-premis logika
yang konsisten, akal berusaha menemukan pengetahuan dari realitas yang
ada (al-wagi’), baik relitas alam, sosial, humanitas maupun keagamaan,

Nalar Burhani dan Hukum Islam
Nalar burhani, sebagaimana telah disebutkan, terutama tumbuh dan
berkembang serta dipraktekkan secara konsisten di wilayah Andalusia,

""Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Agl al-Arabi, p. 392-396.

""M. Amin Abdullah, “Al-Ta‘wil al-‘Timi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran
Kitab Suci” dalam Al--Jami‘ah Journal of Islamic Studies Vol. 39, No. 2, Juli-Desember,
2001, p. 378-380.
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khususnya di Cordova. Di Andalusia dasar-dasar nalar burhani ini mulai
menemukan eksistensi dan karakteristiknya pada periode akhir kekuasaan
Umayyah. Kemudian walaupun tidak dominan, corak pemikiran ini tetap
eksis pada masa kekuasaan dinasti Almoravid (al-murabbitun), sebelum
akhirnya muncul kembali dengan kokohnya pada masa pemerintahan
Almohad (al-muwahhidiyyah). Pada masa pemerintahan Almohad,
beberapa penguasanya mengembangkan aliran pemikiran tersebut serta
merumuskannya sebagai ideologi resmi Negara. Eksistensi aliran pemikiran
ini pada dasarnya berhutang besar kepada gerakan ilmiah hasil kebijakan
dinasti Umayyah sebelumnya, terutama kebijakan khalifah Abdur Rahman
al-Nasir dan puteranya al-Hakam al-Mustansir.

Proyek pemikiran di wilayah Andalusia ini dilahirkan dari satu
strategi kebudayaan menyeluruh yang mengarahkan gerakan ilmiah
tersebut. Proyek ini belum menampakkan wujud dan karakteristiknya
kecuali setelah berlalunya satu abad kemudian, khususnya setelah
munculnya Ibnu Hazm (w. 456 H). Namun hasil-hasil yang dicapainya dalam
bentuk bangunan pemikiran dan kebudayaan yang utuh biasanya baru
terwujud setelah dua generasi atau lebih, sementara proses kematangan
dan kedewasaannya justru membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi.
Sebab, yang dihadapi bangunan kebudayaan yang baru tersebut bukanlah
ruang kosong, bahkan ia harus merombak struktur bangunan lama dan
terlibat konflik dengannya. Bahkan bangunan lama tersebut tetap bertahan
dan bersikukuh dengan keberadaannya sebelum akhirnya harus menyerah
di hadapan gelombang kebudayaan baru setelah melewati tenggang waktu
yang begitu panjang dan mirip dengan perjalanan berbentuk spiral."

Demikianlah keberadaan nalar burhani secara umum di Andalusia.
Berikut ini akan dibahas kerangka teoretik nalar burhani dan bangunan
metodologinya dalam hukum Islam klasik, khususnya yang ada di Andalusia.

1.  Kerangka Teoretik Burhani dalam Hukum Islam

Nalar burhani ini, sebagai telah dik kakan, adalah metode
penalaran Aristoteles beserta segenap pandangan‘péndangan ilmiah
filsafatnya. Namun dalam hukum Islam nalar burhani masih sangat erat

"“Muhammad Abid al-Jabiri, Post Tradisonalisme Islam, p. 118-119.
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